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RINGKASAN

Kegiatan bisnis mikro sekarang ini sedang maralikdkan dikalangan
masyarakat, oleh sebab itu banyak masyarakat yamgbotuhkan dana sehingga
bank sebagai badan perantara keuangan memberikgitagakredit mikro bagi
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberian kreklib yang diberikan oleh
bank masih banyak mempunyai kendala. Keadaan yamgkén menimbulkan
keinginan bagi Penulis untuk mengkaji dalam Skrgesngan judufANALISIS
YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KEC IL
DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA” .

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan sknpsi tentang
pelaksanaan pemberian kredit mikro bagi UMKM, Pedpalpan jaminan atas
kredit mikro, dan Upaya penyelamatan dan penyelasgka terjadi kredit
bermasalah.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan gemalisis tentang
pelaksanaan pemberian kredit mikro, Pembebanamgdtas kredit mikro, dan
Upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadiikbermasalah.

Tipe penulisan yang digunakan bersifat yuridis ratifin Metode
pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekadamg-undangstatute
approach) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekundebalaan non
hukum.

Bentuk dari perjanjian kredit mikro adalastandart contract atau
perjanjian baku dimana isinya atau klausula pegankredit tersebut sudah
dibakukan dan dituangkan dalam formulir, tetapakiderikat dalam suatu bentuk
tertentu, dan calon debitur tinggal membubuhkarddatangan saja apabila ia
menyetujui atau bersedia mengisi dan menerima asi perjanjian tersebut,
dengan tidak memberikan kesempatan kepada delituk tnembicarakan lebih
lanjut klausula yang telah dibakukan itu. Pembekagdit mikro berdasarkan
pada prinsip kehati-hatiaprudential banking) dan analisis yang mendalam yang
mengacu pada prinsip 5 C yaitiharacter, capital, capacity, collateral dan

condition of economic. Pelaksanaan perjanjian kredit di P.T. Bank Rakyat
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Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember yang beitbkreadit mikro melalui BRI
Unit, diberikan untuk kredit dengan plafon sampamngan Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah). Untuk pengikatan jaminan atasdk yang diberikan bisa
berupa jaminan dengan hak tanggungan dan fidusia.

Perjanjian kredit berbentugtandart contract atau perjanjian baku pada
dasarnya dapat meningkatkan efektifitas dan efsigraktu dalam pemberian
kredit. Bank dalam melakukan upaya penyelamatanpeagelesaian jika terjadi
kredit macet dapat melakukan beberapa strategkuméngatasinya. Penyelesaian
jika terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan hoelaegosiasi dan litigasi.

Hendaknya Bank dalam memberikan kredit harus dilasgpada prinsip
kehati-hatian dan mengacu pada 5 “C”, dan debitendaknya membayar
sejumlah utangnya sesuai dengan yang diperjanjdgar tidak terjadi kredit
bermasalah di kemudian hari sehingga tidak perllako&an penyelesaian di

pengadilan negeri.
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BAB 1.PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi negara Indonesigatemi pergerakan
yang sangat cepat dengan tantangan yang semakipledgnial ini disebabkan
oleh iklim investasi yang belum pulih, dengan sadaku indikatornya investasi
penanaman modal asing yang masih seret, sehinggggimeg sektor perbankan
untuk memusatkan kegiatan bisnisnya pada sekloadsegmen korporasi, untuk
itu diperlukan suatu penyesuaian kebijakan di lydekonomi khususnya sektor
perbankan dengan harapan dapat memperbaiki dan enleokph perekonomian
negara kita. Terkait dengan upaya perbaikan seeaparkokoh perekonomian
negara kita, maka secara tidak langsung akan mgmyny masalah pembiayaan
yang merupakan salah satu faktor dalam pelaksapaarbangunan ekonomi
tersebut. Biaya pembangunan berasal dari berbagatbes salah satunya antara
lain kredit bank dimana merupakan sektor palingubEpuntuk menjadi rebutan
para bank pada saat ini, yakni pemberian kreditsuonif untuk debitor
perseorangan dan pemberian kredit modal kerja udélditor perusahaan skala
kecil hingga menengah untuk disalurkan baik olefkli@emerintah maupun bank
swasta. Penyaluran kredit yang dilakukan sejumlahk bswasta maupun bank
pemerintah kepada nasabahnya ini merupakan sdlalwaeana bagi para pemilik
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memlobapérmodalan usaha
mereka..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakanakasatu bagian
penting dari perekonomian suatu negara ataupuralla®eran penting tersebut
telah mendorong banyak negara termasuk Indonesiak uterus berupaya
mengembangkan UMKM. Setidaknya terdapat tiga algsag mendasari negara
berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM) pertama karena
kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menglas tenaga kerja yang
produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering napac
peningkatan produktivitasnya melalui investasi ga@nubahan teknologKetiga
adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memilileukggulan dalam hal

fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, dkl)130Selain itu tentunya UMKM
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juga memiliki kekurangan yakni dalam hal manajergang masih tradisional,
kualitas sumber daya manusia yang belum memadala slan teknik produksi
yang rendah, pasar yang kecil dan kemampuan peamayang terbatas, akses
informasi yang rendah, sistem teknologi informaasih sederhana, dan kesulitan
akses permodalan. Dengan adanya kelebihan sertmakejan yang dimiliki oleh
UMKM maka tentunya secara tidak langsung akan meggrehi perkembangan
dari UMKM tersebut yang mana dapat dilihat dari yadn faktor, baik faktor
internal maupun eksternal perusahaan. Salah s&tor fanternal yang cukup
berperan besar dalam mempengaruhi perkembangaa, ysatu UMKM dimana
merupakan modal untuk investasi maupun modal ké&gsulitan memperoleh
modal merupakan masalah klasik yang masih menghbiilkKM di Indonesia
selama ini.

Permasalahan modal tersebut timbul karena tidakyadtitik temu UMKM
sebagai debitor dan pihak kreditur. Di sisi debikarateristik dari sebagian besar
UMKM di Indonesia antara lain adalah masih belumnjal@nkan bisnisnya
dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak dta@lm memiliki badan
usaha resmi, serta keterbatasan aset yang din8kknentara itu, di sisi kreditur,
pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindurgikaekredit, menuntut
adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan ipfprinsip manajemen
modern, ijin usaha resmi serta adanya jamimalateral). Lembaga perbankan
sebagai salah satu sumber modal secara optimahrbakim dapat membantu
permasalahan yang dihadapi UMKM. Relatif tingginyagkat bunga kredit
perbankan, prosedur serta persyaratan pengajudlit keng relatif sulit untuk
dipenuhi, serta tidak adanya jaminan merupakamalatama bagi sebagian besar
UMKM untuk tidak mengajukan kredit kepada perbankan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertanengangkat
permasalahan mengenai kredit mikro dalam skripsitgyagan judufANALISIS
YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KEC IL
DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA".
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar detpRiatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan pokok dari skripsi ini@takbagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro di. B@nk Rakyat
Indonesia (Persero) Thk Cabang Jember Unit GajadaMeepada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

2. Bagaimana Pembebanan jaminan atas kredit yang débeikan oleh P.T.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang JembirGajah Mada pada
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

3. Bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaiandyi@kgkan oleh P.T.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Jembutr Gajah Mada

apabila terjadi kredit bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalamgwsalbpenelitian skripsi
ini ada dua (2) yaitu :
1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai satahpersyaratan
yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjanauhiugada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

2. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuaisusnya pada
bidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa proses pemberiafitkrekro di P.T.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemb#rGéjah Mada
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pembebanan jamitaasnkeedit yang
telah diberikan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesiag@®) Tbk Cabang
Jember Unit Gajah Mada pada Usaha Mikro Kecil daanéhgah
(UMKM)

3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelamatarpdnyelesaian
yang dilakukan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesiaq&®) Tbk Cabang
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Jember Unit Gajah Mada pada Usaha Mikro Kecil daanéhgah
(UMKM)

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak ¢igan dalam
penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah dan dalamrk@ebangan ilmu
pengetahuan. Metode merupakan cara utama yangdiggkan untuk mencapai

tujuan atau untuk mengetahui objek yang dibahas.

1.5Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukaana hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukgima menjawab isu hukum
yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dakmlgan skripsi ini adalah
yuridis normatif yang berarti mengkaji permasalahsang diangkat dengan
menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalaranmyositif. Maksudnya
adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peratupgTtundang-undangan yang
berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang Retar(Mahmud Marzuki,
2005:35).

1.6 Pendekatan Masalah

Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undemzng yaitu dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yangng&tg paut dengan isu
hukum yang sedang dihadapi dan metode penelitiaidiyunormatif yaitu
pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuamdaeg-undangan yang
berlaku. Hasil dari telaah ini merupakan argumetukumemecahkan isu hukum
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)
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1.7Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh antara lain dari :
a. Bahan hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi semua bahan-bahan yartgritatif
artinya mempunyai otoritas diantaranya perundartangan, catatan
resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-gadatan utusan
hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).
Bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaran
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitissdh
Piutang Negara
3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usahd Keci
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank lesian
6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Targgju
7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamiitiuci
8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 ia2002
tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Meyaé
9) SE DIREKSI BRI NOSE:S.4-DIR/HKM/03/2007 Tanggal 21
Maret 2007 tentang Legal Manual Bidang Kredit
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tdtakgm yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasarg hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jujoatal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. rBah&kum
sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukamasuk
skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnalglitrukum. Kegunaan
bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjul padeliti
dalam melakukan penelitian (Peter Mahmud Marzu®®52 155).
c. Bahan Non Hukum
Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mangdkemu

politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaaataupun laporan-
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laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal makum sepanjang
mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Releatau tidaknya
bahan-bahan non hukum tersebut tergantung dararkageneliti

terhadap bahan-bahan itu (Peter Mahmud Marzuki5:2083). Dalam
hal ini penulis melakukan wawancara langsung dernggmala Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Unit Gajahdvad

1.8 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis melakukan lamg&ngkah dalam
penelitian hukum, yakni (1) mengidentifikasi fakiakum dan mengelimir hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yaendak dipecahkan; (2)
pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipgndnempunyai
relevansi dengan bahan-bahan non hukum; (3) medaktdaah atas isu hukum
yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum ya&ugngulkan; (4) menarik
kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab hikum; dan (5)
memberikan preskrisi berdasarkan argumentasi yahgh tdibangun dalam
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 171).

Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yaat) titetapkan atau
yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasidfalam peneliti hukum
sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teau pafing tidak argumentasi
baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah dibamikpreskripsi sehingga
preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasiangan-angan kosong (Peter
Mahmud Marzuki, 2005: 206-207).
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank
2.1.1 Definisi Bank

Pengertian Bank secara outentik telah dirumuskatalain Undang-
Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 g8ykang berbunyi Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari rakayadalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalantukb&redit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkaaf taidup rakyat banyak;

Adapun beberapa pendapat dari para ahli hukumrigrgangertian bank
diantaranya :

1. Menurut Pierson dalam buku Pratama Rahardja
Bank adalah badan yang menerima kredit, maksuddgéala badan
yang menerima simpanan dari masyarakat dalam beitotkdeposito
berjangka dan tabungan (1997:65).

2. Menurut Somary dalam buku Pratama Rahardja
Bank adalah badan usaha yang memberikan kreditdkepasabah,
baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menerdgah panjang
(1997:65).

3. Menurut G.M. Verryn Stuart dalam buku O.P Simorangk
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga geguamng
bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapamberian kredit
itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau derdmma-dana yang
dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jaemperedarkan
alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (1839:1

Dari pengertian yang dikutip diatas, secara seaerhkiranya dapat
dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usahg perbadan hukum yang
bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagainBeid&um berarti secara

yuridis adalah merupakan subyek hukum yang bedapiat mengikatkan diri
dengan pihak ketiga.

2.1.2 Fungsi Bank
Fungsi Bank Umum :
1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur umpitjagnkan pada
pihak lain, atau membeli surat-surat berhafigarcial investment).

2. Mempermudah didalam lalu-lintas pembayaran uang.
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3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementda& tligunakan,
misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran,ldamlain.

4. Menciptakan kreditqreated money deposit), yaitu dengan cara menciptakan
demand deposit (deposit yang sewaktu-waktu dapandkan) dari kelebihan
cadangannya (Muhammad Djumhana, 2006:112).

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat :

1. Bank lokal yang memberikan pelayanan perbankandeepakyat kecil di
desa-desa, di kampung-kampung, di pasar-pasar.

2. Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan mengedmbkduk jasa yang
baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang pemitbgritas, beretika
disegala aspek bisnis.

3. Memberikan hasil terbaik kepada pemegang saham.

4. Menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangi@ajngan dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Mubhaegnrdjumhana,
2006:112).

2.1.3 Jenis-jenis bank
Jenis jenis bank dapat digolongkan berdasarkan :

1. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibedakan menjaga jenis yaitu Bank
Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Bardonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Baddénesia, bank
umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan himpd&adang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undangiN@nTahun 1992
tentang Perbankan (Abdulkadir Muhammad, 2000; 36).

2. Dilihat dari segi bidang usahanya, yang berdasadadam Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Perbankan disebutkan :

a. Bank Umum
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-dd Perbankan
yang mengemukakan bank umum adalah bank yang nraekakan
kegiatan usaha secara konvensional dan atau betdagarinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalal lintas

pembayaran.
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b. Bank Perkreditan Rakyat
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-dtd Perbankan
yang mengemukakan, Bank Perkreditan Rakyat adalahk byang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional kmedasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak merkaerjasa dalam lalu
lintas pembayaran.
3. Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalamolongan :
a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal barng bersangkutan
berasal dari pemerintah.

1. Bank pemerintah pusat artinya modal bank yang bgksaan berasal
dari pemerintahan pusat.

2. Bank pemerintah daerah artinya modal bank yangahgkutan
berasal dari pemerintahan daerah.

b. Bank Milik Swasta :

1. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimilikelolorang atau pun
badan hukum Indonesia.

2. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimdikih Warga Negara
Asing dan atau Badan Hukum Asing. Dalam hal ini kelamungkinan
bank ini merupakan kantor cabang dari negara aaak byang
bersangkutan.

3. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan beasaleh satu
atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indongaiadidirikan
oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukdimnbsia yang
dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesiagda satu atau
lebih baik yang berkedudukan diluar negeri.

4. Dilihat dari ruang lingkup personal bidang usahamgaka bank dapat dibagi
dalam dua golongan, yakni :
1. Bank Devisa, artinya bank yang memperoleh suratigjekan dari Bank

Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalamavasing.

2. Bank Non devisa, artinya bank yang tidak dapat kuddan usaha

dibidang transaksi valuta asing.
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2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada umumya adalah mengumputkara,
memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran pgmagihan, serta
memberikan jasa keuangan lainnya misalnya, berupmberian garansi
bank,menyewakan tempat penyimpanan barang-bararigara ¢$afe deposit
box), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusal@nmd&egiatan dana
pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pilsk berdasarkan kontrak
(trust), dan sebagainya (Muhammad Djumhana,2006:148).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentaerglfahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbaRkaal 6 Usaha Bank
Umum meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siempdrerupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungdem/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

Menerbitkan surat pengakuan utang;

Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendmaupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseplelilmnk yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaanndglerdagangan surat-
surat dimaksud;

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainya iyesg berlakunya

tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangaat-surat yang

dimaksud,

Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminarriptahe

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Obligasi;

Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (sdutur);

Instrument surat berharga lain yang berjangka wakionpai dengan 1

(satu) tahun;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri puau untuk
kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atauinjaemkan dana
kepada bank lain, baik dengan menggunakan suranasaelekomunikasi
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lginnya

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat bexrhdan melakukan
perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan beratrga;

I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentinganlplam berdasarkan suatu
kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepadaaha&sbnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di beifesig

oo
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k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maspbagian dalam hal
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bankgale ketentuan agunan
yang dibeli tersebut wajib dcairkan secepatnya;

|. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu krethn kegiatan wali
amanat;

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkasippbagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturaeritg¢ah;

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan olednk sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan perapgamdang-undangan
yang berlaku.

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bankdeigdn Rakyat,
sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 T&@&itentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Rkaa meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sienpderupa deposito
berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamddéagan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkesipgpsiyariah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Ban#oriesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan ashurigan pada bank lain.

2.2 Kredit
2.2.1 Definisi Kredit

Menurut Muhammad Djumhana, secara etimologi, kataikberasal dari
bahasa Yunani yaituctedere” yang diindonesiakan menjadi kredit, mempunyai
arti kepercayaan. Jadi dasar dari kredit adalalerkeyaan atau keyakinan dari
kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan dea#tan sanggup memenuhi
segala sesuatu yang telah diperjanjikan, apa ygegjanjikan itu dapat berupa
barang, jasa dan uang (1996:229).

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagpenundaan
pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaag dan/atau suatu
barang tidak dilakukan bersamaan pada masa teryanty akan datang. Adapun
dalam literature mengenai arti dari kredit, antana sebagai berikut :

1. H.M.A. Savelberg (dalam Mariam Darus Badrulzamaenyatakan “kredit”

mempunyai arti antara lain :
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a. Sebagai dasar dari perikatamerpintenis) dimana seseorang berhak
menuntut sesuatu dari yang lain.

b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkartsggaaa orang lain
dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yangrahgan itu
(1991:21).

2. Mr. JA. Levy (dalam Mariam Darus Badrulzaman) meuskan arti hukum
dari kredit sebagai berikut : “menyerahkan secalar®la sejumlah uang
untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerieditkiPenerima kredit
berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungadengan kewajiban
mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang heir®91: 21).

3. Drs. Muchdarsyah Sinuangan, memberikan pengertiegitksebagai berikut :
“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh spitiak kepada pihak lainnya
dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suasa tertentu yang akan
datang disertai dengan suatu contra prestasi bewpga” (1980 : 12).

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undamipblg Nomor 10

tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-UndangoNamTahun 1992

tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtatpersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjanijpemantara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk umeli utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;.

2.2.2 Macam-macam Kredit
Menurut Muhammad Djumhana, jenis perbankan dajmetodikan dengan
mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasianisfjenis kredit tersebut
bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perkan dalam rangka mengontrol
portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan gklasifikasian tersebut maka saat
ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada
a. Jenis kredit menurut kelembagaan :
1. Kredit perbankan yaitu kredit yang diberikan oletmk milik Negara atau
bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan dsal@au konsumsi.
2. Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oldbank sentral kepada
bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang sedlaya digunakan
sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditanny
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3. Kredit langsung yaitu kredit yang diberikan olemkdndonesia kepada
lembaga pemerintah atau semipemeritah (Kredit Bropr

4. Kredit pinjam antarbank yaitu kredit ini diberikaoleh bank yang
kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

b. Jenis kredit menurut jangka waktu

1. Kredit jangka pendeksiiort term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu
maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa kre##ning koran,
kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wegetja dapat berbentuk
kredit modal kerja yakni kredit untuk membiayai kaihan modal kerja
usaha atau proyek.

2. Kredit jangka menengatmédium term loan) yaitu kredit berjangka waktu
antara satu tahun sampai tiga tahun, bentuknyapaekeedit investasi
jangka menengah.

3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangkaktu lebih dari tiga
tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya,uy&itedit investasi
yang bertujuan menambah modal perusahaan dalamkarangtuk
melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dertdipian proyek baru.

c. Jenis kredit menurut penggunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan olelarkk pemerintah atau
bank swasta yang diberikan kepada perseorangark umgmbiayai
keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Kredit produktif yaitu kredit yang ditujukan untukeperluan produksi
dalam artian luas. Melalui kredit produktif, uliutang dan/atau barang
akan bertambah meningkat.

3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit pratikemi produktif
dan semi konsumtif)

d. Jenis kredit menurut keterkaitannya dengan dokumen

1. Kredit ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagaib®mpembiayaan bagi
usaha ekspor. Jadi, bisa dalam bentuk kredit lamggsataupun tidak
langsung, seperti pembiayaan kredit modal jangkalgle ataupun kredit
investasi untuk jenis industri yang berorientagigpakspor. Pengertian ini

sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indanddbmor
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29/192/KEP/DIR tentang Pedoman Penerimaan Kometsial Negari

Bank bahwa kredit ekspor adalah kredit untuk mega#Ea kegiatan

investasi dan modal kerja yang diberikan dalamatupgdan atau valuta
asing kepada eksportir dan atau pemasok.

2. Kredit impor, dalam hal ini unsur dan ruang lingldgri kedit impor pada
dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karemns keedit tersebut
merupakan kredit berdokumen.

e. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha

1. Kredit kecil yaitu kredit yang diberikan kepada gesaha yang
digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2. Kredit menengah vyaitu kredit yang diberikan kepgegngusaha yang
asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

3. Kredit besar yaitu kredit yang dalam pelaksanaambagian kreditnya
dengan melihat resiko yang dihadapi sangat beshinggga dalam
menberikannya ditempuh secara kredit sindikasipatatkonsorsium.

f. Jenis kredit menurut jaminannya

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blankmgecured loan) yaitu pemberian
kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemdnenya sangatlah
selektif dan ditujukan kepada nasabah besar ydaly teruji bonafiditas,
kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksbgmkan maupun
kegiatan usaha yang dijalaninya.

2. Kredit dengan jaminansg¢cured loan) yaitu kredit yang diberikan keada
debitur selain didasarkan kepada keyakinan atasikgmman debitur juga
didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yapgabgsik (collateral)

sebagai jaminan tambahan (2006:481).

2.3Perjanjian kredit
2.3.1 Definisi perjanjian kredit

Sebelum menguraikan tentang pengertian perjanji@ditk perlu kita
ketahui pentingnya suatu perjanjian yang nantinydakhirkan suatu perikatan.
Fungsi utama dari perjanjian itu sendiri adalah imemkan kepastian hukum

tentang mengikatnya suatu perjanjian antara pdrakpsehingga prinsip-prinsip
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dalam sistim hukum civil law dan common law hanypat diberlakukan jika

perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perja(§iaharnoko, 2004: 20). Pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikamusan tentang

perjanjian sebagai berikut :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengararmsatu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ahihf.

Menurut Subekti dalam buku Johannes Ibrahim, spatjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepadiarsg lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan ses(2004:7).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menkab bahwa
syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diringat$estemming)
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikat&békwaamheid)
c. Suatu hal tertentueén bepald onderwerp)

d. Suatu sebab yang halabge geoorloofde oorzaak)

Menurut Rutten dalam buku Purwahid Patrik,, asas-asikkum perjanjian
yang diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdata, mengantga unsur yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan sefmamil tetapi secara
konsensual, yang artinya : perjanjian itu selesaeka persesuaian kehendak
atau konsensus semata, oleh karena itu perjaitjanlisebut perjanjian
dengan asas konsensus.

2. Para pihak harus memenuhi apa yang telah dipdgamjikarena perjanjian
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, ms&s tersebut disebut
dengan asas kekuatan mengikat.

3. Dengan adanya kebebasan berkontrak, berarti orabgsbuntuk membuat
perjanjian bebas menentukan isinya, berlakunyasyarat-syaratnya dengan
bentuk tertentu, asalkan perjanjian tersebut didialikan dengan itikad baik
(1994: 66).

Unsur-unsur perjanjian menurut Mariam Darus Badnan dalam buku

KUHPerdata Buku Il Hukum Perikatan dengan Pengelasitu:

1. Sedikitnya dua pihak;

2. Persetujuan para pihak;

3. Tujuan yang akan dicapai;
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4. Prestasi yang harus dilaksanakan;
5. Bentuk tertentu;
6. Syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian tentang perjanjian secara undapat diketahui
pengertian perjanjian kredit yaitu :

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuldari penyerahan

uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasiupekatan antara

pemberi dan penerima peminjaman mengenai hubungawmalgan hukum
antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensiilgator (Mariam

Darus Badrulzaman, 1991 : 32).

Menurut Subekti dalam buku Johannes lbrahim, berapkpun juga
pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanyaatiaakikatnya yang terjadi
adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaindéatar oleh KUHPerdata
Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 (2004: 24).

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam menmnjaang diatur dalam
Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUttRa), bahwa :

Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan nana& pdng satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu batamgng yang menghabiskan
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yatakabgan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dala&eagang sama pula.

Menurut Remy Sjahdeini dalam buku Johannes Ibraparanjian kredit

memiliki pengertian secara khusus yakni :
Perjanjian antar bank sebagai kreditur dengan ahsabbagai nasabah debitur
mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dggesdmakan dengan itu yang
mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melundangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, ambagian hasil keuntungan
(2004: 28).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketathwaaperjanjian kredit
merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antark lengan pihak lain.
Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debyarnmaka perjanjian kredit
tergolong perjanjian pinjam mengganti. Meskipun tdéam perjanjian kredit
merupakan perjanjian khusus, karena didalamnyaapetdkekhususan dimana

pihak kreditur selelu bank dan obyek perjanjiaruparuang, karena itu peraturan-
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peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit additab Undang-Undang
Hukum Perdata sebagai peraturan umumnya dan Urdadgng Perbankan

beserta peraturan pelaksananya sebagai peratwangdnya.

2.3.2 Definisi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK M)

Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada afaesh usaha mikro,
baik langsung maupun tidak langsung, yang dimilddn dijalankan oleh
penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statisk#ngan plafon kredit
maksimal Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) (Sestari Rahayu,2005;12)

Kredit mikro didefinisikan pada Microcredit Summ#®97 adalah program
pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga gatimriskin untuk membiayai
proyek vyang dikerjakan sendiri untuk menghasilkaendapatan yang
memungkinkan mereka perduli terhadap diri sendin keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tgniaaha kecil,
Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang dibenk kepada nasabah usaha
kecil yang memiliki nilai kekayaan bersih maksinfig) 200 juta (dua ratus juta
rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha yaag memiliki hasil
penjualan maksimal Rp 1 miliar (satu miliar rupigier tahun dengan plafon
kredit maksimal sebesar Rp 500 juta (lima ratus jupiah).

Sementara itu, Kredit Usaha Menengah adalah krngalilg diberikan
kepada pengusaha di luar usaha mikro dan kecil led@pada pengusaha yang
kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafoatas Rp 500 juta (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5 miliar (Imikar rupiah).

2.4Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.4.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Kepmen Keuangan RI Nomor 40/KMK.06/2003 tdeg
Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, usaha Mikemniliki pengertian yaitu
usaha produktif milik keluarga atau perorangan Whiemiliki hasil penjualan
paling banyak Rp. 100.000.000,00 juta (seratusrjupgah) per tahun; atau usaha
kecil yang pengertiannya sama dengan ketentuanddénisi yang diuraikan
diatas (Try Widiyono,2006;307)
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Dari sedikit uraian diatas maka dapat disimpulkahvwima definisi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usajeng mempunyai
kekuatan terhadap goncangan ekonomi karena merkai&hlian khusus, jenis
produknya yang beraneka ragam, menggunakan sutagarlokal, permodalan

relatif kecil dan padat karya.

2.4.2 Kiriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi fia&l yang melekat
pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha ymrgangkutan dalam
menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang mengri pembeda antar pelaku
usaha sesuai dengan skala usahanya. Berdasar asp®§emen usahanya,
UMKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Usaha Mikromemiliki karakteristik sebagai berikut antara lain
1. Jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktuwaktu atdaperganti
produk/usaha,
Tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewalttuwlapat pindah
Belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik,

Sumber daya manusianya rata-rata sangat rendahS@ak8MP,

ok 0NN

Pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebimgseerhubungan

dengan tengkulak atau rentenir,

6. Umumnya usaha ini tidak memilki ijin usahaww.bri.co.iddiakses tanggal 3
Februari 2008)..

Usaha Kecibiasanya ditandai dengan :

1. Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah

2. Mempunyai kekayaan maksimal Rp. 200.000.000,00 (du#s juta rupiah)
dan dapat menerima kredit maksimal Rp. 500.000000Qlima ratus juta
rupiah),

3. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap,

4. Sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhataya pencatatan

administrasi keuangan perusahaan sudah mulai Hipisa

5. Memiliki legalitas usaha atau perijinan lainnya,
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6. Sumber daya manusianya sudah lumayan baik, daekdsmkat pendidikan
yakni rata tingkat SMU,
7. Sudah mulai mengenal perbankduttd://www.usaidmicro.org/Aboutliakses

pada tanggal 3 Februari 2008).
Usaha Menengamemiliki kriteria :

1. Kekayaan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiahmpsa Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan tapenerima kredit antara
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) samiRpi 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

2. Memiliki managemen dan organisasi yang lebih teratan baik dengan
pembagian tugas yang lebih jelas antar bagian/unit,

3. Telah memiliki system managemen keuangan sehinggauadahkan untuk
dilakukan auditing termasuk oleh pihak auditor pybl

4. Telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan ripgate dibidang
ketenagakerjaan, Jamsostek dan lain-lain.

5. Memiliki persyaratan legal secara lengkap,

6. Sering bermitra dengan perbankan dan pelaku usaiayé, dan

7. Sumber daya manusianya jauh lebih baik dan haraiidlpvel Manager dan
Supervisor littp://www.usaidmicro.org/Aboudiakses pada tanggal 3 Februari
2008).

Selain itu, berdasar aspek komoditgang dihasilkan, UMKM juga

memiliki karakteristik tersendiri antara lain :1u&litasnya belum standalal ini
disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiéknologi yang
seragam dan biasanya produk yang dihasilkan datamtukhand made sehingga
dari sisi kualitas relatif beragam. 2) Keterbatadgasign produkyang dimiliki
olen produk UMKM karena keterbatasan pengetahuam p@ngalamannya
tentang produk. Selama ini UMKM bekerja didasarpada order, belum banyak
yang berani dan mau mencoba berkreasi dengan mendebign baru, 3)
Terbatasnya jenis produk, biasanya UMKM hanya menduyksi sejenis atau
terbatas, sehingga apabila ada permintaan model dex pembeli sulit untuk
memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian datumak biasanya sangat

panjang untuk memenuhi order tersebut, 4) Terbgéakapasitas daprice list
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produknya, biasanya kapasitas produk sulit unttétadkan dan harga yang tidak
terukur sehingga dapat menyulitkan pdmayer atau konsumen. 5) Kurang
standarnya bahan baku, biasanya bahan baku dipeatale berbagai sumber dan
tidak memenuhi standar baku, 6) Kontuinitas protidak terjamin dan kurang
sempurna, karena produksi belum teratur maka byasgnoduk-produk yang
dihasilkan sering apa adanya dan belum sempurna.
Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskatal dan bersifat
tradisonal dan informal yang memiliki kriteria :
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Bf0.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berbentuk usaha orang perseorangan dan belum teardaércatat serta
berbadan hukumafww.bri.co.iddiakses tanggal 3 februari 2008).
Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang emerni kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tengaditay atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak R@p0D.000.000,00 (satu
miliar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan edabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langs) maupun tidak langsung
dengan usaha menengah atau usaha besar;

Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usahédak berbadan

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, tgtrkagerasi

(http://www.usaidmicro.org/Aboudiakses pada tanggal 3 februari 2008).
Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang merapuditeria

sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000,00 (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.00000 (sepuluh miliar

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan temgahai Disamping itu,
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sesuai ketentuan butir keempat Inpres No.10/199¢arng Pemberdayaan
Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruargkufi tugas,
kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dagaétapkan kriteria
usaha menengah sesuai dengan karakteristik seltaiepgan ketentuan
kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.00@&8uluh miliar rupiah).

2. Milik Warga Negara Indonesia;

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan eabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langg maupun tidak langsung
dengan usaha besar;

4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaltp tiglak berbadan
hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukumasigk koperasi

(http://www.usaidmicro.org/Aboudiakses pada tanggal 3 februari 2008).

2.5 Jaminan
2.5.1 Pengertian Jaminan
Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belaaiiazgkerheid atau

cautie. Zekerheid ataucautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin
dipenuhinya tagihan disamping pertanggungan jawaoinu debitur terhadap
barang-barangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 mab®98 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992ngriPerbankan, istilah
jaminan disebut sebagai agunan. Pasal 1 angka Bgeimaétkan bahwa agunan
adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabaturdiebpada bank dalam
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaamldsarkan prinsip syariah.
Dari uraian tersebut unsur dari agunan yaitu :
1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Dalam hal mendefinisikan ada beberapa pendapat gdmgnukakan oleh
beberapa literature antara lain :

M. Bahsan dalam buku Salim H.S. berpendapat babm&an adalah segala
sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan gehintuk menjamin suatu

utang piutang dalam masyarakat (2004;22).

XXXI



H. Hadisoprapto dalam buku Salim H.S. berpendaphtvh jaminan adalah
sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk meunikaln keyakinan bahwa
debitur akan memenuhi kewjiban yang dapat dindeigan uang yang timbul dari
suatu perikatan (2004;22).

2.5.2 Macam-macam Jaminan
Menurut sifatnya jaminan dibedakan menjadi :

1. Jaminan Umum

Perwujudan jaminan umum yang bersumber karena Wnadadang berdasar
pada pasal 1131 KUHPerdata yang menentapkan badegala kebendaan si
berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yatak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hariathetanggungan untuk
segala perikatannya. Semua harta kekayaan debiamunmit hukum secara
otomatis (karena Undang-Undang) menjadi jaminas laéangnya kepada semua
kreditur.
2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus yaitu jaminan yang khusus dipekamjantara kreditur dan
debitur. Jaminan khusus dimana bentuknya berupanpgkan dan penyerahan
barang tertentu secara khusus, yang bertujuandaiptur menyediakan jaminan
berupa jaminan kebendaan maupun jaminan peroradgamnan khusus sendiri
dibedakan menjadi 2 yaitu :
a. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan ini obyeknya adalah suatu belaiainan kebendaan

adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatdabgang memiliki

hubungan langsung dengan benda —benda itu, dgpattatiankan terhadap

siapa pun, selalu mengikuti bendanyho(t de suite) dan dapat dialihkan

(sutarno, 2005;147). Benda yang dapat dijadikannamdapat berupa benda

bergerak maupun benda tak bergerak. Dari dasahitidminan kebendaan

digolongkan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Hak tanggungan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tah@6 féntang Hak

Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yangitberkdengan
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tanah, maka jaminan kebendaan atas tanah harusktypatia undang-
undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Targan
menyebutkan bahwa :

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor unTd 960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beakau tidak berikut
benda-benda lain yang merup[akan suatu kesatuagyadeanah itu, untuk
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedndydag diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreddin.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Taggungandasar hukum
yang digunakan melakukan pengikatan jaminan atehtaerikut benda-
benda yang berkaitan dengan tanah menggunakantiate mengenai
hipotik dalam KUHPerdata pasal 1232 dan credietuwsdb Sedangkan
obyek hak tanggungan yang dijabarkan dalam paddhdang-Undang
Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

a. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggngdarad
1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan, dan

b. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimalesiadayat (1),
hak pakai atas tanah Negara menurut ketentuan lyarigku wajib
didaftar dengan menurut sifatnya yang dapat dipluntdangankan
dap[at juga dibebani hak tanggungan.

. Hipotik

Pengertian hipotik terdapat dalam pasal 1162 KUHd#tar yaitu hak
kebendaan ttas benda yang tidak bergerak, untulyananl penggantian
bagi benda-benda tersebut bagi peluasan suatu atserik Setelah
berlakunya Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentafagk

Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang taerldgngan tanah,
hak kebendaan untuk benda tidak bergerak berupah tpengikatan
jaminannya adalah hak tanggungan. Jadi yang dapgtotikka hanya

benda tidak bergerak bukan tanah.

. Gadai

Gadai diatur dalam Buku Il KUHPerdata pasal 1150 dengan pasal
1160. dalam pasal 1150 disebutkan bahwa gadaitadai@u hak yang

diperoleh kreditur atas suatu barang yang bergeyakg diserahkan
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kepadanya oleh debitur atas kuasanya sebagai jarataa utangnya, dan
memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambilunpsan
piutangnya dari barang itu dengan mendahului kunediteditur lain
dengan pengecualian biaya penjualan dan biaya [@ng&an barang itu.
Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa objek gidai adalah banda
bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepadaima gadai.

4. Fidusia
Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang NomorT4kun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang terseiemberikan
pengertian tentang fidusia dan jaminan fidusiausia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercagiaga ketentuan
bahwa banda yang hak kepemilikannya dialihkan bertsedalam
penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksngad jaminan
fidusia adalah hak jaminan benda bergerak baik ljedvmaupun tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangyaag tidak
dibebani hak tanggungan sebagimana dimaksud daladarig-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang te¢taada dalam
penguasaan fidusia, sebagai agunan bagi pelundaag tertentu yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemetarhadap
kreditur lainnya. Selain fidusia, jaminan yang dbyga benda bergerak
adalah gadai. Perbedaan adalah jika gadai baranggdiminkan berada
pada penguasaan kreditur, sedangkan untuk fidas@nan benda pada
penguasaan pemilik jaminan.

b. Jaminan perorangan

Jaminan perorangaipersonal guaranty), yaitu jaminan seorang pihak ketiga

yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewakb®sajiban si debitur.

Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuaelstur. Menurut prof.

soebekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadage@@ang penjamin tidak

diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewandingkan atas

tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminaropgngan ini tidak banyak

dipraktekkan dalam dunia perbankan (Muhammad Djurali®96;248)
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Subekti mengatakan jaminan perorangan adalah sslaliw perjanjian antar
seseorang berpiutang (kreditur) dengan seoranggeketyang menjamin
dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Iakaen dapat diadakan diluar
(tanpa) sepengetahuan si berhutang tersebut (dd@imannes Ibrahim,
2004;79)

2.6  Kredit Bermasalah
2.6.1 Definisi Kredit Bermasalah

Dalam proses pemberian kredit perbankegrl officer lebih banyak aktif
dan berperan mulai pada saat analisis pendahulwanpas pada saat
pencairannya. Selebihnya, akan lebih banyak dit@inglah pejabat perkreditan
yang oleh perbankan modern saat ini dikenal dentaccount Officer”.
Sedangkan apabila kredit yang diberikan tersebujadebermasalah, maka akan
diserahkan dan diambil alih oleh suatu bagian lgghg dikenal dengan
“ Settlement Departemen”.

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengaditkmacet, padahal
keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kred#rnmasalah memiliki
pengertian yaitu kredit dengan kolektibilitas madgéambah dengan kredit-kredit
yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempanyotensi menjadi macet.
Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angguokok dan bunganya tidak
dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa aagsditambah 21 (dua puluh
satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah dikaralkepada pengadilan atau
Kantor lelang atau telah diajukan ganti rugi keppdausahaan ansuransi kredit.
Dengan demikian kredit macet merupakan kredit beatah, tetapi kredit
bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kred#icet (Hasanuddin
Rahman,1998;120).

2.6.2 Sebab dan Akibat Terjadinya Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah atanon performing loan merupakan resiko yang
terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh baekiko tersebut berupa

keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepad paaktunya.
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Kredit bermasalah atamon performing loan dapat disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain:

1. Kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalaos@s kredit
Maksudnya ada tindakan sengaja yang dilakukan gleak-pihak yang
terlibat dalam proses kerdit. misalnya calon nasatebitur dengan sengaja
menghindar dari pembayaran kredit yang telah ikaajupada waktu telah
jatuh tempo.

2. Kesalahan prosedur pemberian kredit
Keadaan seperti ini terjadi pada mekanisme prosesberian kredit yang
mana ada ketentuan dalam prosedur pemberian kradg tidak terpenuhi.
misalnya nasabah debitur tidak menyerahkan aguteun jaminan sebagai
pengikat baik jaminan perorangan maupun kebendepada bank atas kredit
yang ia ajukan.. Hal ini terjadi bisa juga dikadema oleh adanya
ketidaktelitian dari petugas penilai kredit darinkayang bersangkutan
mengenai 5C dari calon nasabah debitur yang mekayakredit tersebut.

3. Faktor makro ekonomi
Kredit bermasalah itu dapat terjadi juga bisa dikakan adanya keadaan
perekonomian suatu negara. misalnya terjadi infiéesii krisis ekonomi yang
berkepanjangan sehingga menyebabkan banyak bagkdyigtuidasi (Legal
Manual Bidang Kredit BRI, 2007:82).

Menurut Hermansyah, kolektibilitas kredit bermabkadapat digolongkan sebagai

berikut:

1. Tingkat kualitas kredit menjadi kolektibilitas kmglancar
terjadi apabila:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgatgah melampaui

90 (sembilan puluh) hari

Sering terjadi cerukan

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikanhetéri 90 hari

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadaiutde

~ 0 2o o

Dokumentasi pinjaman yang lemah
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2. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit yang diragukterjadi apabila :

a.

®© 2 o0 o

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgatgah melampaui
180 (seratus delapan puluh) hari

Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delgqdnh)hari

Terjadi kapitalisasi bunga

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjaedit maupun

peningkatan jaminan

Tingkat kualitas kredit menjadi kredit macet

terjadi apabila:

a.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tggah melapaui
270 (dua puluh tujuh) hari

Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidakat dicairkan
pada nilai wajar (2007:66).
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BAB 3.PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro di P.T Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada KepaddJsaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberian fasilitas kredit Mikro yang diberikan lolB.T. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, perjanjian kredit tertudagm blanko Surat Pengakuan
Hutang (SPH) yang telah disediakan oleh pihak b&ukat Pengakuan Hutang
(SPH) diserahkan kepada debitur untuk disetujui danpa memberikan
kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk Besyedas syarat-syarat yang
diberikan, hal ini karena perjanjian kredit bank rapakan perjanjian baku
(standart contract). Perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Pé&oga
Hutang dibuat dibawah tangan dengan, bermateraupcukang kemudian
mendapatvaar merking dari pejabat yang berwenang (notaris).

Proses pengajuan permohonan pemberian kredit mempawal dari
terjadinya perjanjian kredit antara kreditur danbitle. Proses pengajuan
permohonan Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indaae@ersero) Tbk terdiri
atas beberapa langkah yang telah diatur dalam ReddPelaksanaan Kredit
Bisnis Mikro (PPK-BM) P.T. Bank Rakyat Indonesiae(fero) Tbk. Alur dari
proses pemberian kredit tersebut adalah sebagkuber
A. Permohonan Kredit Mikro

Tahap pendaftaran permohonan Kredit Mikro, yaituagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan di kantor BRI Unit yang dilk&n oleh petugas
Deskman/Pelayanan Nasabah dan diperiksa kelengkdyeakas calon
nasabah/nasabah lama yang antara lain adalah:

a. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM, atau surat keteyan identitas lainnya);
b. Surat ijin usaha;

c. Tanda bukti pemilikan agunan;

d. Tanda bukti pelunasan Kredit Mikro yang lalu (unhg@sabah lama);

e. Khusus bagi calon nasabah Kredit Mikro golongarpéeghasilan tetap

berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:
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1) Asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau SK vpeggang
pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yankhieetau asli
SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan;
2) Asli kartu peserta TASPEN (bagi pegawai negerguatsli KARPEG
atau asli kartu peserta ASTEK (bagi pegawai BUMN);
3) Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yarekhir;
4) Rekomendasi dari kepala kantor atau kepala unjaksada instansi
yang bersangkutan;
5) Surat kuasa untuk memotong gaiji.
f.  Bukti-bukti lain yang diperlukan.
. Petugas deskman melayani pendaftaran Kredit Mikr menjelaskan secara
jelas mengenai segala hal menyangkut ketentuant KWddo, yang antara
lain mengenai:
a. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit Mikro;
Besarnya Kredit Mikro dan jangka waktunya;
Besarnya suku bunga Kredit Mikro;
Cara pembayaran kembali;

Ketentuan restitusi bunga;

~ 0 2o o

Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah Kredit Mikro;

g. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

. Deskman meminta nasabah untuk mengajukan perkirbasarnya

permohonan Kredit Mikro beserta jangka waktu yaikgltendaki;

. Deskman meminta calon nasabah untuk mengisi danboiawhkan tanda
tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran;

. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agangang dibuat rangkap
dua, asli untuk calon nasabah dan tindasannya amsifx BRI Unit;

. Petugas deskman mencatat pendaftaran permohonalit Kfikro tersebut

dalam register Surat Keterangan Permohonan KreititoSKPKM).

. Analisis dan Evaluasi Kredit Mikro

Setelah SKPKM diisi dan diperiksa Ka Unit diseraihkeepada mantri

berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pémaan lapangan
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berdasarkan SKPKM nasabah tersebut dengan memgarhdtal-hal sebagai
berikut:

1. Aspek Pemeriksaan Kredit

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian menganalisis

calon nasabah Kredit Mikro, merupakan prinsip pambekredit yang sudah

umum dikenal dengan “prinsip 5 C’s” yaittharacter, capacity, capital,

collateral,condition of economic, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a.

Character

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon nasdizk,dalam kehidupan
pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilagaracter
merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulukapatuhan akan janiji,
serta kemampuan untuk membayar kembali hutangnya.

Capacity

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah umienbuat rencana
dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyateamasuk dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yangpken.

Capital

Adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk manjean dan
memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penitaidwadapcapital
adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, swubdrer dana dan
penggunaannya.

Collateral

Adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabbhgai agunan
Kupedes yang akan diterimanya. Tujuan penila@htateral adalah untuk
mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipapahkewajiban
financial kepada bank dapat ditutup oleh nilai agumi meliputi jenis
atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti p&eml atau status
hukumnya.

Condition of Economic

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang nmundlpat
mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabahaiRe terhadap
condition of economic dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh
mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kagiasaha calon
nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi at
mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidupetaembang.
Namun dalam pemeriksaan di lapangan the spot), kelima prinsip
penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendirdgerdalam formulir
pemeriksaan, tetapi sudah dimasukkan dalam set@gkayang ada dalam
formulir tersebut (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bidikro P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001:Bab 1V, 18).
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2. Penilaian Agunan

Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, merogeaikatra prestasi
bagi BRI Unit yang telah mengeluarkan sejumlah udalgm bentuk Kredit
Mikro kepada nasabah yang bersangkutan. Dengankidemiapabila pada
saat jatuh tempo ternyata yang bersangkutan tidpktdnelunasi Kreditnya,
maka BRI Unit dapat mencairkan agunan tersebutkuntenutup Kredit
Mikronya.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar BRI Unit tdiekgikan, maka
suatu agunan harus mempunyai Syarat ekonomis datisysebagai berikut:

Syarat Ekonomis:

a. Harus mempunyai nilai ekonomis;

b. Dapat diperjualbelikan secara bebas;

c. Nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besarmilai kreditnya;
d. Mudah dipasarkan dan nilai pencairannya relatifahur

e. Bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat;

f. Kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap)

g. Tidak cepat rusak;

h. Manfaat ekonomisnya lebih lama dari jangka wakadkryang diberikan.

Syarat Yuridis:

a. Agunan sebaiknya milik nasabah sendiri;

b. Tidak dalam sengketa;

c. Ada bukti pemilikan atau penguasaan;

d. Belum dijaminkan pada pihak lain;

e. Apabila agunan milik orang lain harus ada persetujdari pemilik
dengan maksud agar pemilik agunan mengetahui dayangui bahwa
harta kekayaannya dijadikan agunan Kredit Mikro.

C. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit Mikro
Tipe dan struktur Kredit Mikro meliputi hal-hal ssedai berikut:

1. Besarnya Kredit Mikro yang diajukan;

2. Jangka waktu dan pola angsuran;

3. Bentuk Kredit Mikro dan suku bunga.
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D. Rekomendasi Pemberian Kredit Mikro

Rekomendasi Kredit Mikro dibuat oleh pejabat Perars& Kredit Mikro,
dalam hal ini yang berwenang adalah mantri berélasahasil analisis atau
evaluasi yang telah dilakukan.

E. Pemberian Putusan Kredit Mikro

Proses putusan Kredit Mikro dilakukan oleh pejagimhutus kredit Mikro,
dengan hal ini yang berwenang adalah Ka Unit yaaghpunyai kewenangan
dan limit putusan. Untuk Kredit Mikro yang diputusleh Ka Unit,
penyelesaian SKPKM sejak dari pendaftaran sampagate putusan dan
pemberitahuan keputusan kepada calon nasabah, liolek lebih dari 7
(tujuh) hari, baik ditolak maupun disetujui.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) haretst tanggal putusan,
pemohon Kredit Mikro belum mencairkan kreditnya mgbutusan secara
otomatis menjadi batal, dan permohonan yang beks&ag harus diproses
ulang seperti semula (Pedoman Pelaksanaan KretitsBViikro P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001:Bab V).

Pemberian kredit tersebut mempunyai resiko tidakatgar, baik yang
disebabkan oleh faktor bisnis maupun non bisnigukunmemperkecil resiko
tersebut bank perlu menerapkan asas-asas perkregitay sehat, antara lain
dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang tersagiad calon debitur baik
mengenai diri pribadi maupun kegiatan usahanyaikuképerluan tersebut bank
perlu melakukan identifikasi terhadap dokumen-do&nryang terkait dengan diri
pribadi calon debitur, kecakapannya, reputasinyhit®is dengan bank, kegiatan
usaha/profesinya, status hukum usaha/kegiatanreyda lkekyaannya dan ada
tidaknya keterkaitan dengan peminjam lain/bank. REmtifikasi calon nasabah
debitur tersebut, bank akan memperoleh informasb&han yang dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan lagaktidaknya permohonan
kredit yang diajukan calon debitur (Legal Maual &id Kredit BRI, 2007:1).

Identifikasi terhadap diri calon nasabah debitungsé berperan dalam
meentukan kesempurnaan perjanjian yang akan dikhalt, ini mengingat
keabsahan yang berkaitan dengan diri yang menidojiels perjanjian merupakan

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatjanpan. Penentuan
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keabsahan berkenaan calon nasabah debitur terbebkaitan erat dengan
kebenaran identitas diri, klecakapan dan kewenangadalam melakukan suatu
tindakan hukum. Oleh karena itu sebelum melakulkarapdatanganan perjanjian
kredit, bank perlu memastikan dan meyakini keben&tantitas dan kecakapan
orang yang berhubungan dengan bank. Untuk mendap&iiyakinan tersebut
petugas bank perlu mempunyai pemahaman yang culamgenai dokumen-
dokumen hukum yang mempunyai fungsi untuk mengifiladi diri calon
debitur. Untuk memastikan kebenaran identitas calasabah debitur pada
dasarnya bank dapat menggunakan dokumen pendukamg ynemang
diperuntukkan untuk itu namun demikian dalam preksatu dokumen saja
kadangkala belum cukup memberikan keyakinan bagk lsghingga diperlukan
dokumen lain untuk menambah keyakinan bank atats slzda debitur. Adapun
identifikasi itu antara lain melalui:
1. Kartu identitas diri, misalnya KTP, SIM, Akta Kelamn, Akta
Perkawinan/Surat Nikah
2. Identifikasi kedewasaan calon nasabah debitur
3. ldentifikasi reputasi calon nasabah debitur, dagdtat melalui Daftar Hitam
Bank Indonesia, Sistem Informasi Debitur, tukar olem informasi antar
bank, dan Daftar Hitam Internal
Identifikasi usaha calon nasabah debitur
Identifikasi wadah kegiatan calon debitur

Identikasi kekayaan calon debitur

N o g &

Identifikasi keterkaitan calon debitur dengan debitin dan bank (Legal
Manual Bidang Kredit BRI, 2007:2).

Apabila bank telah melakukan segala analisa dantifd@si baik dari
aspek financial maupun hukum maka untuk tahap selanjutnya banku per
memutuskan apakah menerima atau menolak permohkretit dari calon
nasabah debitur. Tindakan memutus kredit suatu keaay proses dalam
mekanisme intern bank yang menyangkut berbagai kasgeperti teknis
perkreditan,  kebijakan/kewenangan yang berlaku diankb dan

pengawasan/pembinaan bank (Legal Manual BidangitkB&d, 2007:34).
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Setelah semua berkas persyaratan permohonan KWédib dilengkapi
dan telah dilakukan putusan kredit selanjutnya llbet@tahap perjanjian kredit
yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPét)arfian kredit yang
dibuat dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang mermiaraalain mengenai
jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, agunan, kiaajyang berhutang dan
hal-hal yang harus dilakukan oleh yang berhutahgSiirat Pengakuan Hutang
tersebut dibuat dalastandart contract atau kontrak baku yang tidak memberikan
hak tawar sama sekali kepada debitur. Pihak barflagse kreditur sudah
menyediakan blanko SPH dan diserahkan kepada deipituk diisi dan disetujui
tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepadalpihalntuk melakukan hak
tawar atau negosiasi atas syarat-syarat yang kisdmerSPH merupakan perjanjian
induk yang kemudian diikuti dengan perjanjian tah@amengenai pengikatan
benda-benda agunan (Legal Manual Bidang Kredit BB0,7:36).

Perjanjian kredit yang dilakukan untuk permohonaadi Mikro berlaku
perjanjian-meminjam sebagaimana diatur dalam P& KUHPerdata. Dalam
menjalankan usahanya bank harus memperhatikan igprikghati-hatian
(prudential banking). Oleh karena itu bank dalam memberikan kreditukar
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang tegtata fasilitas kredit yang
diberikan akan kembali. Sebagaimana diatur dalasalP@& ayat (1) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dkakan dalam
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkanipr8yariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yaagdalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur urglihasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengarjatipkan.

Kredit yang diberikan harus diikuti dengan penyaralagunan yang
merupakan syarat yang harus ada dalam perjanji@ditkr Sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata bahwa ssegabendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tidakelakg baik yang sudah ada
maupun yang yang baru akan ada di kemudian hanjagietanggungan untuk
segala perikatan seseorang. Dalam pasal tersédsib@hwa agunan memang ada

dalam suatu perjanjian kredit.
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Tanah merupakan benda yang paling banyak untuldikija agunan
dalam permohonan kredit bank. Untuk dapat dijadé&gunan dalam permohonan
Kredit Mikro di BRI antara lain adalah:

1. Tanah Hak Milik, dengan bukti pemilikan berupa Bi&et Hak Milik;

2. Tanah Hak Guna Bangunan, dengan bukti pemilikanfseSertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB);

3. Tanah Hak Guna Usaha, denga bukti pemilikan besgptifikat Hak Guna
Usaha (HGU);

4. Tanah Hak Pakai atas tanah Negara, dengan bukiiikemberupa Sertifikat
Hak Pakai;

5. Tanah dengan bukti pemilikan bukan sertifikat (Redp Girik, Letter C dan
Kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat) (wawancingan bapak
Ahmad Husein selaku Kepala BRI Unit Gajah Mada gahg Maret 2008).

Berdasarkan dengan benda agunan debitur berkewajibatuk
menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti rkigan agunan untuk
disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPelutiaa tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untdbubé sesuatu, atau untuk
tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian Kredit Mlikdebitur diharuskan untuk
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yangrgrdalam sebuah pernyataan
dalam SPH yang isinya antara lain:

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangagadesebenar-benarnya
yang diperlukan oleh bank atau kuasanya dan turidipgada peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudiam ditetapkan oleh
bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberiazanpam.

2. Bahwa pinjaman yang diterima dari bank tersebunakaergunakan untuk
keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikarmdaisal perjanjian dan
setiap waktu bank berhak memeriksa penggunaampamalimaksud.

3. Bila pinjaman akan dipergunakan untuk keperluan, lanaka bank berhak
dengan seketika menagih pinjamannya berupa pokakgay denda, biaya-
biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbuhgin seketika dan

sekaligus lunas.
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4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktogytelah ditetapkan,
maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan seigalm dengan
pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupomukih umum, untuk dan
atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sémola paksaan, yang
berhutang dengan ini menyatakan dengan sesunggutkaya menyerahkan
atau mengosongkan rumah atau bangunan sebagaimaganenjadi agunan
dalam Surat Pengakuan Hutang ini.

5. Apabila pernyataan tersebut di atas tidak dilaksamadengan semestinya,
maka atas biaya yang berhutang sendiri, pihak lzmrigan bantuan yang
berwenang akan melaksanakannya.

Sebelum penandatanganan berkas pencairan KreditoMdokumen-
dokumen yang berhubungan dengan pencairan KrediroMharus disetujui
dengan membubuhkan cap jempol atau tanda tangam gaklmen-dokumen
tersebut, khususnya dokumen yang menyangkut teragngan, baik agunan
milik debitur sendiri maupun agunan milik orangnlaBurat Pengakuan Hutang
(SPH) yang telah ditandatangani harus mendapategahgn dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat IndoreegPersero) Tbk
yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang damatditbbawah tangan sangat
rawan sekali terjadi salah paham antara para pilkakena SPH tersebut
merupakan kontrak baku yang tidak memberikan ketsebaama sekali kepada
debitur untuk melakukan negosiasi. Oleh karenadélam proses permohonan
kredit pihak bank seharusnya menjelaskan secaca mengenai substansi dari
SPH tersebut agar debitur benar-benar jelas dak gdlah mengerti mengenai
pasal-pasal yang ada dalam SPH. SPH yang dibuabwah tangan kurang
mempunyai kekuatan hukum dalam hal pembuktian digadilan, maka
hendaknya perjanjian kredit yang tertuang dalam 8Ridat dalam bentuk akta
notaris agar mempunyai kekuatan hukum yang kuajglUglanual Bidang Kredit
BRI, 2007:39).

Setelah semua berkas dilengkapi dan perjanjiarh tdlasepakati maka
selanjutnya ke tahap pencairan atau realisasagitki@mana setelah kredit itu

dicairkan dan diberikan kepada debitur untuk setagp bank dalam hal ini BRI
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melakukan pengawasan atau monitoring mengenaidaian dan keadaan usaha
debitur yang mempengaruhi tepat atau tidaknya dehitengembalikan kredit
sesuai yang diperjanjikan (wawancara dengan Baphkal Husein selaku
Kepala BRI Unit Gajah Mada tanggal 4 Maret 2008).

3.2 Pembebanan Jaminan Atas Kredit Yang Telah DiberikanOleh P.T
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember hit Gajah
Mada Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jaminan merupakan suatu kebendaan maupun orang@tanggungan
yang diberikan debitur untuk menjadi tanggunganumedan utang debitur.
Jaminan berupa kebndaan yang secara prinsip dikayatdalam pasal 1131
KUHPerdata yang menegaskan bahwa segala kebendbarnstang, baik yang
bergerak maupn yang tak bergerak, baik yang sudahmaupun yang baru akan
ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk gegyétatan perseorangan.

Jaminan berdasarkan UU perbankan diartikan selia@gakinan bank atas
kemmpuan dan kesanggupan calon debitur untuk nm&lukawajibannya
(utangnya) dimana keyakinan tersebut diperoleh Ioielpenilaian seksama
berdasarkan 5'C’. Hal tersebut sesuai dengan @egel pada pasal 8 Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atdand-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada pun dalam pddll Berbankan ditegaskan
bahwa

Pasal 8 Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasafkansip Syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkanlissmayang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggasabah debitur

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pemdmydimaksud

sesuai dengan diperjanjikan”.

Pasal 8 Ayat (2):
“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedomarkiaitan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuaiadeketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
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Jaminan tersebut dapat berupa benda atau proyek dibiayai dengan
kredit UMKM atau benda lain yang tidak bekaitangsimng dengan obyek yang
dibiayai atau sebagai jaminan tambahan.

Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkhwa kebendaan
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi senang grang mengutangkan
kepadanya; pendapatan penjuakan benda-benda dtgi ditenurut keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-maskeguali apabila diantara
para berpiutang itu ada alasan-alasan yang salk uidiahulukan. Pengikatan
jaminan tersebut agar mendapat perlindungan hukwang ycukup maka
kebendaan itu bisa diserahkan melalui lembaga mmikebendaan yang
diperuntukkan untuk itu (gadai, hipotik, hak tanggan dan fiducia) sehingga
bank mendapat kedudukan yang diutamakan atau didaim (referen) dari
kreditur lain.

Lembaga jaminan kebendaan yang digunakan olehBRITUnit Gajah
Mada untuk mengikat jaminan atas kredit UMKM yarngedkan pada debitur
biasanya menggunakan lembaga jaminan hak tanggufugdok benda tidak
bergerak yaitu tanah) dan jaminan fidusia (untukdaebergerak), di BRI sendiri
jaminan gadai tidak diberlakukan (Legal Manual Bigl&redit BRI, 2007:62).

Adapun pengertian tentang hak tanggungan adalah jdmaknan yang
dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau bidekut benda-benda lain yang
merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untukgsan utang tertentu yang
memberikan kedudukan yang diutamakan terhadapturddeditur lain. Benda
yang dapat dijadikan objek jaminan hak tanggungas &redit UMKM yang
diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada dapat berupaatadan benda atau hasil
karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanaly yipat dibebani hak
tanggungan aadalah tanah dengan status :

a. Hak milik

b. Hak guna usaha

c. Hak guna bangunan

d. Hak pakai diatas tanah negara dan tanah hak péagelo
BRI juga menerima jaminan hak tanggungan dengan Kegdemilikan tanah

menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi r@sbministrasi atau
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konversinya belum dilaksanakan seperti girik, petkeitir, pipil dan lain-lain

dengan ketentuan pembebanannya dilakukan bersaoe@gan permohonan

pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 4 TaB@6 tentang Hak
Tanggungan bahwa hak tanggungan harus didaftagkadiduatkan sertifikat hak
tanggungan agar mempunyai kepastian hukum sebagaipang disebutkan
dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Pendaftaran taiggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 UndangrAdnidak Tanggungan
adalah pendaftaran dalam buku tanah hak tanggudgandalam daftar buku
tanah hak atas tanah yang bersangkutan, yang &rgada kantor pertanahan
setempat.

Sebagai bukti pendaftaran hak tanggungan, kepadaegang hak
tanggungan diberikan sertifikat hak tanggunganesdepisebutkan dalam Pasal
14 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan bahwéilsatrthak tanggungan
diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.

Sertifikat hak tanggungan demi hukum —jadi tanpmnima- diberikan
irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YMwaha Esa” oleh kantor
pertanahan dan pemberian irah-irah seperti itu kiodkan agar sertifikat hak
tanggungan mempunyai kekuatan sebagai suatu geddaeyang mempunyai
kekuatan eksekutorial (J.Satrio, 2007: 327)

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakanumelz tahap
kegiatan yaitu:

1. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatkakktgaPemberian Hak
Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yanghdid dengan
perjanjian utang piutang yang dijamin;

2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yaegipakan syarat
lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajilukhlaksendiri oleh
pemberi hak tanggungan hanya apabila benar-beparlakan yaitu dalam hal
pemberi hak tanggungan tidak dapt hadir dihadapBATPR diperkenankan
menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak TanggungaMHJK Sejalan

dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikagsimmg oleh pemberi hak
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tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengeraéannya sebagaimana
ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggurigiak dipenuhinya
syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersaagkatal demi hukum, yang
berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidpatdligunakan sebagai dasar
pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dajatndkan
untuk mengikat agunan atas kredit UMKM yang dibemiloleh BRI Unit Gajah
Mada dengan jangka waktu SKMHT sampai berakhirrgrgapjian pokok.

Pembebanan jaminan dengan hak tanggungan membeddudukan
kepada BRI Unit Gajah Mada sebagai kreditur Prefg/@ng mana mempunyai
peranan dalam hal eksekusi jika debitur tidak cukigmenuhi semua utangnya
(wanprestasi).

Prosedur pembebanan jaminan fidusia diawali olefanyga suatu
perjanjian obligatoir dbligatoir overeenskomt). Perjanjian obligatoir merupakan
perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi danepera fidusia yang
menyatakan bahwa debitur meminjam sejumlah uanggasenjanji akan
menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebaganmmkepada pemberi kredit,
yang baru sampai pada taraf menimbulkan hak damajkem saja, belum sampai
memindahkan hak milik.

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendderjanjian kebendaan
tersebut berupa penyerahan hak milik dari debityrakla kreditur, dalam hal ini
dilakukan secaraconstitutum posessorium yakni penyerahan hak milik tanpa
menyerahkan fisik benda.

Kemudian dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalaah ini benda obyek
fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepadelpikreditur dipinjamkan
kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tetsebételah diikat dengan
jaminan fidusia tetap dikuasai secara fisik oldtagidebitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakanurimen yang
disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta Jamirfadusia ini haruslah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. haruslah berupa akta notaris dan dibuat dalam Bdhdsnesia.

2. haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sel@agéut :



a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jamindursifi, yakni

tentang identifikasi benda tersebut dan surat kggemilikannya

d. berapa nilai penjaminannya

e. berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fady®asal 6

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamiitsia).

Bentuk perjanjian fidusia dalam praktek disyaratdalam bentuk tertulis.
Manfaat perjanjian fidusia dibuat secara tertyl&tu sebagai berikut :

1. pemegang fidusia demi kepentingannya akan menwearat yang paling
mudah untuk dapat membuktikan adanya penyerahaebigr terhadap
debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemumak debitur
meninggal sebelum si debitur dapat melaksanakanyhakianpa adanya
akta akan sulit membuktikan hak-haknya terhadaipnadris debitur.

2. dengan adanya akta akan dapat dicantumkan jafijifémnisus antara
debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukuereka. Perjanjian
secara lisan tidak akan dapat menentukan secatiajikel menghadapi
keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul.

3. perjanjian yang tertulis dari fidusia sangat berfaanbagi si kreditur jika
akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketigah S8edewi
Masjchun Sofwan, 1977:27).

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atabatiapan Pejabat yang
berwenang. Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bakiaanataris merupakan
akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sernp tentang apa yang
dimuat di dalamnya di antara para pihak dan ahhisnga atau para pengganti
haknya, karena akta otentik (notaris) memuat gacsality (menguraikan secara
lengkap tentang benda yang dibebankan beserta phek yang terkait di
dalamnya). Jadi semua yang diuraikan dalam akselat adalah terikat dalam
suatu perjanjian dan sah menurut hukum. ltulah @meagsebabnya Undang-
Undang Tentang Jaminan Fidusia menetapkan pemafigiisia harus dibuat

dengan akta notaris.



Setelah Akta Jaminan Fidusia dibuat kemudian ddakupendaftaran agar
terpenuhinya unsur publisitas dan kepastian hukiiaksudnya semakin
terpublikasi jaminan utang akan semakin baik, ggfankreditur atau khalayak
ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untulgetahui informasi-
informasi penting di sekitar jaminan hutang terseBsas publisitas ini menjadi
semakin penting terhadap jaminan-jaminan utang e obyek jaminannya
tidak diserahkan kepada kreditur seperti jaminaudia, karena itu kewajiban
pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang beangnmerupakan salah satu
perwujudan dari asas publisitas tersebut.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke tansi yang
berwenang bersumber pada Pasal 11 Ayat (1) Undaigitdy Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yakni “benda yangbdibe dengan Jaminan
Fidusia wajib didaftarkan”.

Tempat pendaftaran fidusia adalah Kantor Pendaftafmlusia yang
berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Rkepduodbnesia. Kantor
inilah yang akan mengurus administrasi pendaftdidusia tersebut. Nantinya,
Kantor Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk diagetlaerah tingkat Il. Akan
tetapi untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidwsiselbut hanya didirikan di
Jakarta dan setiap Ibukota Propinsi. Selama Kahe&mdaftaran Fidusia belum
merata di setiap Kabupaten, maka wilayah kerja &taRendaftaran Fidusia di
Ibukota Propinsi meliputi juga Kabupaten-Kabupatialam wilayah propinsi
tersebut.

Objek jaminan fidusia yang dapat dibebankan sebggainan kredit
UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada antéa :

a. kendaraan bermotor atau tidak bermotor

b. peralatan kantor

c. tempat usaha

d. peralatan rumah tangga dan barang-barang elektriigwancara

dengan Ahmad Husien, tanggal 28 Februari 2008).

Jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamalkbatam

mengambil pelunasan atas hasil eksekusi dari bmdi@an fidusia atau dengan

perkatan lain, tagihan kreditur penerima fidusialak tagihan preferen. hal itu



seuai dengan ketentuan pada pasal 27 Undang-Uriddngja yang mengatakan
bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didalamukrhadap kreditur lain
(J.Satrio, 2007; 190).

3.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Yang Dilakukadleh P.T Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Jember Unit Gah Mada
Apabila Terjadi Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atamon performing loan merupakan risiko yang
terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh b&ikiko tersebut berupa
keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepad pasktunya.

Menurut Hermansyah akibat adanya kredit bermasdilalantara lain adalah

sebagai berikut:

3. Tingkat kualitas kredit menjadi kolektibilitas kaglancar

terjadi apabila:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgatgkah melampaui

90 (sembilan puluh) hari

Sering terjadi cerukan

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikanHhetari 90 hari

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadéygiute

~ 0 2o o

Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit yang diragak
terjadi apabila :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgatgah melampaui
180 (seratus delapan puluh) hari
Sering terjadi cerukan yang bersifat permanent
Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delaqdnh)hari

Terjadi kapitalisasi bunga

©® o o0 o

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjkaedit maupun
peningkatan jaminan
5. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit macet

terjadi apabila:



a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungatgéah melapaui

27 (dua puluh tujuh) hari

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidakat dicairkan

pada nilai wajar (2007:66).

Penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Bléh BRI (Persero)
Tbk Unit Gajah Mada menggunakan metode pengeldieadait bermaslah yang
antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah
Identifikasi masalah dan analisa strategi dibuahopejabat kredit yang
berkaitan dengan pengeloaan kredit yang diperlukatuk menentukan
langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kreditméasalah akan
diselesaikan melalui koordinasi dengan instansiaierHal ini dipersiapkan
apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan .la8trategi penerusan
hubungan dapat dipertimangkan terutama apabilai&odéebitur masih dapat
diperbaiki. Sebelum menentukan strategi dan rangi&ayelamatan dan
penyelesaian kredit terlebih dahulu harus memalosgs dan evaluasi yang
menyangkut aspek sebagai berikut:
a. Dokumentasi

Dokumentasi disini dimaksudkan adalah mengenankgkepan dokumen

atau berkas kredit yang merupakan bagian yangngewckiri manajemn

resiko kredit. Hal ini sangat penting karena unnimposisikan BRI Unit
dari aspek hukum.
b. Hubungan dengan debitur
Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan 8&lgan debitur.,
terutama mengenai riwayat kredit yang bersangkidahini dimaksudkan
untuk mengetahui sejauh mana keuntungandari BRi, diinjau secara
financial selama berhubungan dengan debitur yargphgkutan. Analisa
dan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan nmeldua itikad debitur
dan kemampuan membayar kembali. Itikad debitur mlemne kontribusi
yang telah diberikan, integritas dan kecakapangahakuran kejujuran

dan kemampuan debitur. Hal ini dapat diketahui daemenuhan
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kewajiban-kewajiban selama ini, antara lain pemtmyaangsuran,
penyampaian kebenaran informasi serta respon ygmeglidatkan oleh

debitur atas kredit bermasalah. Untuk mengetahmakepuan membayar
kembali debitur, maka analisa didasarkan pada asakondisi usaha saat
ini serta proyeksi yang akan datang.

Informasi dan investigasi

Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk merigétkeadaan atau
kondisi terakhir debitur. Informasi diperoleh dadebitur yang

bersangkutan atau dari pihak ketiga yang dapat regkam informasi

objektif tentang kondisi debitur yang bersangkut&elain itu agar

dilakukan investigasi terhadap kondisi agunan derggra mengadakan

kunjungan ke lokasi agunan dan usaha debitur yargahgkutan.

2. Rencana tindak lanjut kredit bermasalah

Penetapan rencana tindak lanjut dalam pengeloleatdit bbermasalah berupa

penyelesaian kredit bermasalah yang ditetapkanabarkan situasi dan

kondisi dari masing-masing kredit bermasalah tarsd®encana tindak lanjut

penyelesaian kredit bermasalah tersebut pada gasdapat dibagi dalam dua

tahap yaitu penyelamatan kredit bermasalah sebd&enar-benar menjadi

kredit macet dan tahap penyelesaian kredit bermiasghng sudah benar-

benar macet.

Rencana dan tindak lanjut tersebut dapat berupa:

1)

2)

Pengawasanronitoring)

Jika kondisi usahanya masih baik serta diyakiniaabegala sesuatu yang
dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oldabitur, maka
dilakukan pengawasan dasview terhadap dokumen perkreditan.
Restrukturisasi

Restrukturisasi Kupedes hanya dapat dilakukan ukugedes dengan
kolektibilitas dalam perhatian khusus atau dalamdiks force majeour
(bencana alam). Upaya penyelamatan Kupedes ini kdmdkan untuk
membantu memulihkan usaha nasabah yang mengalasibahuserta
dalam rangka penyesuaian kemampuan dalam pembagagsurannya.

Restrukturisasi yang dapat dilakukan dalam bentuk:



. Pengurangan tunggakan bunga,;

a

b. Pengurangan suku bunga;

c. Perpanjangan jangka waktu Kupedes;

d. Penambahan dana Kupedes.

Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal ini yandals dapat
dikategorikan ke dalam kredit macet, pada P.T. Baklyat Indonesia (Persero)
Tbk pada dasarnya dilakukan melalui 2 (dua) cartaya
a. Penyelesaian kredit secara damai

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai didgdatlkdin terhadap debitur
yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditngm d¢ara yang ditempuh
dalam penyelesaian kredit ini dipandang lebih bdilsandingkan dengan
alternatif penyelesaian lainnya. Penyelesaian kiggfimasalah secara damai,
berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dgémgka waktu tertentu
kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikanuwelya atau sebagian sesuai
dengan ketentuan yang berlaku antara lain melalui:

1) Pemberian fasilitas keringanan bunga

Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikepada
penunggak Kupedes dengan kolektibilitas diragukergcet dan
ekstrakomtabel (daftar hitam) dengan tujuan agawupggak dapat
melunasi seluruh pokok serta bunga yang telah Idijp@gkan
keringanan yang menjadi kewajibannya.

2) Penjualan agunan di bawah tangan

Dapat dilakukan sendiri baik oleh debitur maupumagibank selaku
kreditur, yang tujuannya memberikan kemudahan beditur agar
dapat memperoleh harga agunan sesuai dengan lz@a p
b. Penyelesaian Kupedes bermasalah melalui jalur hukum
Apabila upaya penyelesaian kredit macet secara idaodah diupayakan
secara maksimal dan belum memberikan hasil ataitudéidak menunjukkan
itikad baiknya én will) dalam meyelesaikan kreditnya maka penyelesaiannya
dapat dilakukan melalui jalur hukum (melalui Kant@iang atau Pengadilan

Negeri).
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perjanjian kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Un@ajah Mada
berbentuk perjanjian baksténdart contract) yang mana tidak ada tawar
menawar bagi debitur (debitur besifat pasif). dalammberikan kredit
UMKM BRI Unit Gajah Mada berdasarkan prinsip 5'Cai¥u character,
capacity, capital, collateral dan condition of economy. selain itu juga
harus berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk meigipasi terjadinya
kredit macet dikemudian hari. adapun tahapan pearbéredit UMKM
yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada yaitu pehmoan kredit,
analisis kredit, putusan kredit dan pencairan kredi

2. Pembebanan jaminan atas kredit yang diberikan 8Ih Unit Gajah
Mada dapat melalui pengikatan jaminan dengan haggiangan dan
jaminan fidusia. Keduanya harus dibuatkan akta daatanjutnya
didaftarkan dan diterbitkan sertifikat agar jamin@nsebut mempunyai
kekuatan hukum.

3. Upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakoksim BRI Unit
Gajah Mada juga terjadi kredit bermasalah dapatkdkan melalui
pengenalan dini terhadap hal-hal yang mengarahdeetsajadinya kredit
bermasalah dengan mengklasifikasikan semua kradd yelah diberikan,
dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dilakukatrukturisasi
untuk kredit yang sesuai janji, kredit kurang lanatau apabila terjadi
kredit bermasalah akibat terjadi bencana aléoncé majeour). Untuk
penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengancdta yaitu dengan

jalan damai dan melalui jalur hukum.

4.2 Saran
1. Bank dalam konsentrasinya terhadap kredit mikrogydiberikan harus
benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur ydaly ditentukan agar

dalam pelaksanaannya tidak terjadi masalah.
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2. Segala bentuk jaminan yang digunakan untuk mengi&ganjian kredit,
hendaknya selalu didaftarkan agar mendapatkan filsa&rtisehingga
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Jika terjadi kredit bermasalah, jaminan yang dijdan hendakya dijual
oleh bank melalui penjualan di bawah tangan adah lemudah, cepat dan

dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak.
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